
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR ! TAHUN 2021 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang 
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat 
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, 
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya 
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan 
fungsional; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan 
Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan 
jabatan dilakukan pada instansi Daerah; 

c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang 
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan 
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan 
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke 
dalam jabatan fungsional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 
Kalimantan Barat; 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tent211g 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4219); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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9. Peraturan Presiden Nornor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Tnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 
l . Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Ul1SUf penJelengg'a.T'a. 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat yang 

selanjutnya clisingkat Balitbang adalah unsur penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan 
pengembangan. 

7. Kepala Sadan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 
Kalimantan Barat. 

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 
clan atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penelitian clan 
Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya clisingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil clan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pacla instansi pemerintah. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
aclalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang cliangkat oleh pejabat pembina kepegawaian clan cliserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan a.tau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS aclalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menclucluki jabatan 
pemerintahan. 

12. Jabatan Administrasi aclalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi clan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pemba.ngunan. 

13. Pejaba.t Aclministrasi adalah Pega.wai ASN yang menducluki Jabata.n 
Administrasi pacla insta.nsi pemerintah. 

14. Jabatan Fungsional aclalah sekelompok ja.batan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berda.sarka.n pa.da 
keahlian clan keterampilan tertentu. 

15. Peja.ba.t Fungsional a.dalah Pega.wai ASN yang mencluduk:i Jabatan 
Fungsiona.l pacla insta.nsi pemerinta.h. 

16. Penyetara.a.n Jabatan Administrasi ke dala.m Ja.batan Fungsional yang 
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan a.dalah Pengangka.ta.n Pejabat 
Administra.si ke dalam Ja.ba.ta.n Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing 
pa.da jaba.tan fungsiona.l yang seta.ra.. 

17. Ilmu Pengetahuan adala.h rangkaian pengetahuan yang digali, disusun clan 
dikembangka.n secara. sistema.tis denga.n mengguna.kan pendekatan 
tertentu yang dilancla.si oleh metodologi ilmiah ba.ik yang bersifat 
kuantitatif, kualitatif maupun eksplora.tif untuk menerangkan pembuktian 
geja.la alam clan/a.tau gejala kemasyarakatan tertentu. 
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18. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang 
dihasilkan dari penerapan dan pema.nfaa.tan berba.gai disiplin ilmu 
pengetahuan yang menghasilka.n nilai ba.gi pemenuhan kebutuhan 
kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupa.n manusia.. 

19. Ilmu Pengetahua.n dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang 
ilmu pengeta.huan dan teknologi yang memilik:i keterkaitan yang lua.s 
denga.n kema.juan ilmu pengeta.hua.n dan teknologi seca.ra. menyeluruh 
atau berpotensi memberika.n dukunga.n yang besar bagi keseja.htera.an 
ma.sya.ra.kat kema.jua.n bangsa, keamanan dan keta.hana.n bagi 
perlindunga.n nega.ra, pelestaria.n fungsi lingkungan hidup, pelesta.rian 
nila.i luhur buda.ya bangsa. serta. peningkatan kehidupan kemanusia.an. 

20. Bidang Penelitian dan Pengembanga.n adalah kegiatan penelitian, 
pengkajian, pengembanga.n, perekaya.saan, penera.pan, pengopera.sian dan 
evalua.si kebijakan. 

21. Penelitia.n a.dala.h kegiatan yang dilakuka.n menurut kaidah dan metode 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah 
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

22. Pengkajian adala.h penelitian terapan yang bertujuan memeca.hkan 
permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan jangka menengah dan jangka panjang lemba.ga. 

23. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang tela.h 
terbukti kebenarannya. untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi 
ilmu pengeta.huan dan teknologi yang telah ada a.tau menghasilkan 
teknologi baru. 

24. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dalam bentuk desain dan rancangan bangun untuk menghasilkan nilai, 
produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan 
keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, 
sosial budaya dan estetika. 

25. Penerapan adalah pernanfaatan basil penelitian, pengernbangan dan/atau 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang tela.h ada. ke dalam kegiatan 
perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi. 

26. Pengoperasian adala.h uji operasional atas suatu produk kebijakan, model 
atau system perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui 
kegiatan pendampingan dan supervise guna modifikasi dan 
penempurnaan. 

27. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui 
pengumpulan, analisis dan intepretasi informasi untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan Zprogram dengan menggunakan 
kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan 
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28. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada 
sebelumnya yang memperkaya khasanah serta dapat dipergunakan untuk 
meyempurnakan atau mernperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
telah ada. 

29. Inovasi adalah kegiatan 
perekayasaan yang bertujuan 

penelitian, pengembangan, dan/atau 
mengembangkan penerapan praktis nilai 
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orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yangberasal 
dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

dan 
a tau 

memanfaatkan 
lembaga badan 

dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam 
produk atau proses produksi. 

30. Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi 
secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan 
tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya. 

31. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar 

Pasal 2 

Balitbang Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang . 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah. 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Tugas dan Fungsi 

Pasal3 

Balitbang mempunyai tugas membantu Gubemur melaksanakan · urusan 
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 
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Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balitbang 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan; . 
b. perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan; 
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan; 
d. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang penelitian dart 

pengembangan; 
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e. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian 
dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan 
pengembangan; 

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Balitbang; 

h. pelaksanaan administrasi Balitbang; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Balitbang Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Sosial dan Pemerintahan; 

d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 

e. Bidang Inovasi dan Teknologi; 

f. Unit Pelaksana Teknis: dan 

g. Kelompok J abatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Balitbang sebagaimana tercantum pada Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Ketiga 

Kepala Badan 

Pasal 6 

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, 
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan 
badan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala 
Badan mempunyai fungsi : 

a. penetapan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan; 
b. perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan 

pembangunan serta inovasi dan teknologi; 
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c. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi 
dan pembangunan serta inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang sosial dan 
pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi; 

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sosial dan 
pemerintahan, ekonomi dan pern.bangunan serta inovasi dan teknologi; 

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 
Badan; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan 
di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta 
inovasi dan teknologi; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
reforrnasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Balitbang; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan 
perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan 
pembangunan serta inovasi dan teknologi; dan · 

J. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penelitian dan 
pengembangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 8 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin 
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Badan. 

Pasal 9 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di 
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi 
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan · administrasi · di 
lingkungan Balitbang. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan 

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta 
pengelolaan keuangan dan aset; 

c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan clan aset serta umum dan 
aparatur di lingkungan Balitbang sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 
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d. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan 
dan aset; 

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di 
lingkungan Balitbang; 
penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan 
Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 
sekretariat; 

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan 
Balitbang; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat; 

J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di lingkungan Balitbang; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh 
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian 
Umum dan Aparatur; . ., 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11" ayat 
(1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang 
umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 13 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub 
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 
umum dan aparatur dilingkungan badan; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
lingkungan sekretariat; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang 
umum dan aparatur; 
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e. pelaksanaan urusan di bidang umum clan aparatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pengendalian clan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum clan Aparatur; 
g. pemberian saran clan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 

tugas clan fungsi di bidang umum clan aparatur; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi clan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas clan fungsi di bidang umum clan aparatur; 

1. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan 
oleh sekretaris. 

Bagian Kelima 

Bidang Sosial clan Pemerintahan 

Pasal 14 

Bidang Sosial clan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 15 

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial dan budaya, kependudukan, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemerintahan clan 
pengkajian peraturan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan 
pelayanan clan administrasi di bidang sosial clan pemerintahan, 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang 
Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang Sosial clan Pemerintahan; 

b. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan 
budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, 
penyelenggaraan pemerintahan clan pengkajian peraturan; 

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan clan administrasi di bidang sosial clan 
budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat clan desa, 
penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

cl. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dan budaya, 
kependudukan, pemberdayaan masyarakat clan desa, penyelenggaraan 
pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. pengoordinasian di bidang sosial dan budaya, kependudukan, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemerintahan clan 
pengkajian peraturan; 
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f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang sosial dan budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan 
desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang sosial dan budaya, kependudukan, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemerintahan dan 
pengkajian peraturan; 

h. pelaksanaan evaluasi da:n pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 
sosial dan budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, 
penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Sosial 
dan Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
Pasal 17 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 18 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
merumuskan kebijakan teknis di bidang ekonomi, sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana serta 
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di 
bidang ekonomi dan pembangunan. 

Pasal 19 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang 
Ekonomi clan Pembangunan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang Ekonomi dan Pembangunan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan 
prasarana; 

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi, 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan 
prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi, sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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e. pengoordinasian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan 
hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; 

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengernbangan 
wilayah, fisik dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

g. pernberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi, sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 
ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan 
wilayah, fisik dan prasarana; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang 
ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Jnovasi dan Teknologi 

Pasal 20 

Bidang lnovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan · 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 21 

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tu gas menyiapkan bahan dan .. 
merumuskan kebijakan teknis di bidang inovasi dan pengembangan teknologi, 
difusi inovasi dan penerapan teknologi, desiminasi kelitbangan serta 
bertanggungjawab mernimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di. 
bidang inovasi dan teknologi. 

Pasal22 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang 
Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang Inovasi dan Teknologi; 

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang inovasi dan 
pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan telmologi, 
desiminasi kelitbangan; · · 

c. pengoordinasian di bidang inovasi dan pengembangan teknologi, difusi 
inovasi dan penerapan telmologi, desiminasi kelitbangan; 

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan · fungsi di 
bidang inovasi clan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan 
teknologi, desiminasi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang inovasi dan 
pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan .: teknologi, 
desiminasi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangari; 
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h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 
inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan 
teknologi, desiminasi kelitbangan; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang 
Inovasi dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Kedelapan 

Unit Pelaksana Teknis 

f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang inovasi 
dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, 
desiminasi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang inovasi dan pengembangan teknologi, 
difusi inovasi dan penerapan teknologi, desiminasi kelitbangan; 

Pasal23 

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 
f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau 
kegiatan teknis penunjang badan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Badan melalui Sekretaris. 

Pasal24 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit­ 
Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesembilan 
Kedudukan dan Togas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 25 

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan 
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan 
pelayanan teknis fungsional. 

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan 
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari . kementerian 
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
Pejabat Administrator. 

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan 
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam -Jabatan . 
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator 
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang 
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang 
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan 
Fungsional. 
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(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta 
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok 
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal26 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui 
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundarig-undangan. 

Pasal 27 
(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan 

dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan 
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki 
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan 
Jabatan. 

(2) Penetapan kelas .Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan 
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai 
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

(3) Dalam ha! Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas 
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut. 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 28 

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-· 
undangan. 

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Balitbang memperhatikan 
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan .karir, masa jabatan bagi 
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Balitbang disusun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 
(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan 

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang 
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai 
penyederhanaan birokrasi berlaku. 

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana 
climaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan 
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan mekanisme koorclinasi clan pengelolaan kegiatan sebagaimana 
climaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kreclit 25o/o [dua puluh lima 
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat . 
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, 
yang cliperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan 
pengembangan profesi. 

BABV 

TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 

Tata Kerja 

Pasal 30 

(1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, 
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk.kerja 
kepada bawahannya. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi.dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koorclinasi, integrasi dan . 
sinkronisasi, baik di lingkungan Balitbang maupun antar Perangkat · 
Daerah lain sesuai dengan tugas clan fungsinya. 

(3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan- · 
di lingkungan Balitbang dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan · perundai1g-· 
undangan. 
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Bagian Kedua 

La po ran 

Pasal 31 

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan 
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 
perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepacla Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Balitbang wajib mematuhi kebijakan yang 
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta 
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing­ 
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan clalam memberikan 
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna 
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 32 

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya 
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 33 

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Balitbang ditetapkan 
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang 
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan 
organisasi Balitbang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama clalam 
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Balitbang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas clan fungsinya, agar seluruh Pejabat 
Administrasi clan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas pada Balitbang tetap melaksanakan tugasnya sepanjang 
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 

BAB IX 

KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 
/". , 

125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi K�litrtaritan · 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2916 Nomor 125) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 100 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun' 2016 tentang .: · · 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 
Penelitian clan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat (B�rita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 101), clicabut dan dinyatakan 
ticlak berlaku, 

Pasal36 

Peraturan Gubemur ini mulai berlalru pada tanggal diunclangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -Peraturan 
Gubernur ini clengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 30 5tHl\ , 2021 

4vGUBERNUR KALIMANTAN BAR.AT;/ 

Diunclangkan di Pontianak 

pada tanggal ·� O 5 U l1i 2021 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALI4 BARAT, 

A. L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 
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